
XEDI'DT'I(A!T, SUSI'NAN ORGAITISASI, TUGAS DAIY FIIIYG}SII,
SERTA TATA KER^IA DINAS KOPERASI, USAIIA UINRO, TDCIL DAN

UEITEI{GAII I(ABUPATEIY KONAWE SELIITAN

BT'PATI KONAWE SEI,ATAN
PROVINSI ST'LIIWESI TENGGARA

PERATT'RAN BUPATI KOI|AWE SELATAN
I|OUOR : ES TAHIrlt 2Ot6

TEITTAJTG

DEIfrAN RATIAAT TTiTIANYA/ffi} MAIIA ESA

BUPATI KONAWE SEL/\TAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42671;l

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor

s2s4);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Menimbang

Mengingat
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 5g, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g

Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Iembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor g).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATI'RAIT BI'PATI TEITTAITG XTDI'DT'XAIY, SUSUIYAIY
oRGAIIISASI, TUGAS DAII FIrItcSI, SERTA TATA I(tR^rA
DIIIAS KOPERASI, USAI{A MINRO, IiECTL DAN MEI|ENGAII
XABT'PATEIT XONAWE SEL/TTAJY.

BAB I
I(ETEI|TUAT I'UIII

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Konawe Selatan;



-3-
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

lO. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BEI{TI,K, IIOUEIIXL/ITTTR DAII TrPE

PERAITGXAT DATRATI

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

diwadahi dalam bentuk dinas.

BagianKedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebageimans

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(l) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifrkasikan atas tipe B.

(2) Penentuan tipe Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat l2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB ru
IITDI'DI'NAI{ DAIT SUSUI{AI| ORGAITISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah,

(2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin
oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 6

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dart tugas pembantuan di
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

menyelenggarakan fungsi :
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a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha
mikro kecil dan menengah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan
menenga.l.;

c. pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah lingkup kabupaten;

d. pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan koperasi
usaha mikro kecil dan menengah, serta pemberdayaan
koperasi simpan pinjam lingkup kabupaten;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah lingkup kabupaten;

f. pelaksanaan ke sekretariatan dinas;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah, pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan
menengah, serta pemberdayaan koperasi simpan pinjarn
lingkup kabupaten;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang kelembagaan koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan koperasi
usaha mikro kecil dan menengah, serta pemberdayaan

koperasi simpan pinjarn lingkup kabupaten;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah, pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan

menengah, serta pemberdayaan koperasi simpan pinjam

lingkup kabupaten; dan
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d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kelembagaan Koperasi;

d. Bidang Usaha Pembiayaan Koperasi;

e. Bidang Usaha Kecil, Menengah;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagar: strukhrr organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal l0
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan
fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian
internal terhadap unit keq'a di bawahnya serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi
umum meliputi penJrusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta

kearsipan.

BAB IV
TUGAS I'A.IT FTIIIGSI
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Ke{a(Renja);

b. penyusunan Rencana Ke{a Anggaran (RKA);

c. penJrusunan dan pelalsanaan Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan

Anggaran (DPPA);

d. penlrrsunan Penetapan Kinerja (PK);

e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan,

ketatalalsanaan dan kearsipan;

f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan
kepustakaan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga;

h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset
tetap berwrrjud yang akan digunakan datam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi;

j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
l. pengelolaan€rnggaran;

m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai;

n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungiawaban

(SPJ)keuangan;

o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
(sPM);

p. pengkoordinasian pen5rusunan findak lanjut hasil
pemeriksaan;

q. pen5rusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik
(SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
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s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

UKM) dan/atau pelaksanaan pengumpr.rlan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas layanan;

t. penJrusunan l,aporan Akuntabilitas Kinerja perangkat

Daerah;

u. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang koperasi dan
usaha kecil dan menengah;

v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala
melaluiu.rebsile Pemerintah Daerah;

w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi;

x. pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan melaksanakan pengelolaan urus€rn
administrasi kepegawaian, surat-men5rurat, kearsipan,
perlengkapan, dan nrmah tangga Dinas serta
menyelenggarakan urusan pengamErnan kantor;

(2) Sub Bagan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan tugas pengumpulan bahan, penJrusunan

program, perencanaan dan administrasi/akuntansi
keuangan pemerintah.
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Bagian Ketiga
Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 15
(l) Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya

koperasi.

(2) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan

fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data seb"gai bahan

penyusunan program pembinaan kelembagaan dan sumber

daya koperasi;

b. Pelaksanaan pelayanan akte pendirian dan perubahan

anggar€m dasar badan hukum koperasi kepada masyarakat;

c. Pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan
pengesahan badan hukum koperasi, pengembangan

organisasi, penelaahan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan bantuan advokasi terhadap permasalahan

yang dihadapi koperasi;

e. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka pembinaan kelembagaan koperasi;

g. Pelalsanaan pen5,'uluhan dan pembinaan kader koperasi

serta kewirau sahaan;

h. Pelaksanaan kerl'a sama antar koperasi serta dengan badan

usaha lain;

i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

kelembagaan koperasi;

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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Pasal 17

(1) Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri atas :

a. Seksi Organisasi, Tatelaksana dan Hukum;

b. Seksi Seksi Pengembalgan;

c. Seksi Pengawasan.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.

Pasal 18

(1) Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana
koperasi serta perlindungan aspek hukum koperasi;

(2) Seksi Seksi Pengembangan mempunyai tugas
pengembangan kegiatan koperasi

(3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pengawasan kegiatan
perkoperasian.

B idang 
",":ff:: {:;"Y;:an Koperasi

Pasal 19
(1) Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas

melalsanakan pembinaan koperasi di bidang usaha dan
jasa keuangan;

(2) Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 2O

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan
penJrusunan program pembinaan koperasi di bidang usaha

dan jasa keuangan;

b. Pelaksanaan penyiapan rencana dan progr€rm, bahan
perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis;
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c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi
sektor industri pertanian, industri non perbanian,

perdagangan dan aneka usa.l.a;

d. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan
perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta
pemberian bimbingan koperasi di bidang pembiayaan dan
jasa keuangan;

e. Pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan
perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta
pemberian bimbingan koperasi di bidang pengendalian

simpan pinjam;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit ke4'a terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SpM) di bidang
pembinaan koperasi di bidang usaha dan jasa keuangan;

h. Pengevaluasian dan pelaporal pelalsanaan tugas dan
fungsi;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2 1

(l) Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi terdiri atas :

a. Seksi Usaha Koperasi;

b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;

c. Seksi Usaha Simpan Pinjam.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

Pasal 22

(1) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan usaha koperasi.

(2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan pembiayaal dan jasa keuangan koperasi.

(3) Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas pembinaan

di bidang simpan pinjam.
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Bagian Kelima

Bidang Usaha Kecil Menengah

Pasal 23
(l) Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka
pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen
pengusaha kecil dan menengah.

(2) Bidang Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan
fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data sebaqai bahan
pen5rusunan program pengembangan usaha, kelembagaan
dan manajemen pengusaha kecil dan menengah;

b. Penl'usunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan
pengembangan pengusaha kecil dan menengah;

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis datam usaha
dan kerja sama antara koperasi, pengusaha kecil dan
menengah dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

d. Penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi
bisnis pengusaha kecil dan menengah;

e. Pengawasan terhadap pengembangan kerja sama dalam
rangka pembinaan usaha dan manajemen pengusaha kecil
dan menengah;

f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SpM) di bidang
usaha kecil menengah;

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 25

(l) Bidang Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;

b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;

c. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Bidang Usaha Kecil Menengah.

Pasal 26

(l) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan ke{a sama pengusaha kecil

dan menengah.

(2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan, pemasyaralatan dan
pembudayaan kewirausahaan.

(3) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem

informasi bisnis usaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang hrada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara terhrlis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.
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Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UpTD / UpTB yang
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi
dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap
melal<sanakan tugasnya sampai dengan peraturan Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta T\rgas dan
Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebegran tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 3O

(1) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pa.da

ayat (l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimala dimaksud pada
ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan F\rngsional selagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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BAB V
TATA XTR.'A

Pasal 3l
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok ten,ga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanalan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya,
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Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 38

(1) Dafam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengaa perundang_

undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
XEPAI|GNATAJT, PEITGAIYGNATA.IT, ESELOI|ISASI DAIT

PEUBERIIENTIAIT DALIIU JABATAf,

Pasal 4O

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan,

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecit dan Menengah

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
(4) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil darl

Menengah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan
eselon IIIa

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe
Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 4 1

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran

T\rgas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di
padatanggil 2!
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